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. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501) ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons -

truksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3933) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelak
sanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ne-
gara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3293) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penye
diaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3394) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerin-
tah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daesrah Ting-
kat II Kudus Tahun 1988 Nomar 4) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 8);

Memperhatikan .....
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Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 640/10/2000 tentang
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Menetapkan

tentang Bangunan untuk menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan psersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
pPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kudus ;

c. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kudus ;

d. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia

yang tersusun terlekat pada tanah atau bertumpu

pada

batu-batu landasan yangd membentuk ruangan tertutup
seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan-bangunan

yang berhubungan dengan bangunan itu ;

e. kapling atau pekarangan adalah suatu perpetakan tanah,
yang menurut pertimbangan pemerintah Daerah dapat

dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan ;

f. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangu-
nan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan meng-
gali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan

dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.

Termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah
kegiatan penggalian tanah untuk pipa air minum, kabel
telepon, kabel listrik dan pembuatan sumur, serta

pembuatan bangunan/papan Reklame ;

g. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau
menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan mem-—
bongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti

bagian bangunan tersebut ;

h. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau

seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsil

bangunan dan atau konstruksi ;

i. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak
tertentu sejajar dengan as jalan, tepi sungal, atau as
pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau
pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun

bangunan-bangunan ;



j. Garis sempadan Pagar adalah garis yang diatasnya atau
sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagai ;

k. Garis Sempadan Jalan adalah Garis batas luar pengama-
nan jalan atau rencana lebar jalan ;

1. garis Sempadan Bangunan adalah Garis yang diatasnya
atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan ;

m. Garis Sempadan Jembatan adalah Garis batas luar penga-
manan Jembatan ;

n. Garis Sempadan Danau, Waduk, dan Mata pir adalah batas
luar pengamanan danau, waduk dan mata air ;

o. Koefisien Dasar Bangunan vyang selanjutnya disingkat
KDE adalah bilangan pokok atas perbandingan antara
luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling atau
pekarangan ;

o p. kKoefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat

!L5 KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara
jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling atau
pekarangan ;

g. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur daﬁi permuka-
an tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan
tersebut ;

r. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat
IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan,
mengubah, atau menambah bangunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

s. Izin Mercbohkan Bangunan adalah Izin yang dikeluarkan
oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya
untuk merobohkan bangunan yang dimilikinya sesuail
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

@
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Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat
IP8 adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan
memberikan hak kepada pemiliknya dan atau pengguna
untuk menggunakan bangunan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3aB II
KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 2

; (1) Menurut penggunaannya bangunan diklasifikasikan se -
‘ bagai berikut :

bangunan umum ;

bangunan perniagaan dan atau jasa ;

bangunan pendidikan ;

bangunan industri ;

bangunan kelembagazan dan atau perkantoran ;
bangunan rumah tinggal
bangunan khusus ;
bangunan scsial

TG -0 Q0 OTW
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i. bangunan .....
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

i. bangunan campuran ;
j. bangunan lain-lain.

Menurut umurnya bangunan diklasifikasikan sebagai
berikut :

a. bangunan permanen ;

b. bangunan semi permanen ;

c. bangunan temporer.

Menurut wilayahnya bangunan di Daerah diklasifikasi-
kan sebagai berikut :

a. bangunan di Ibukota Kabupaten ;

b. bangunan di Ibukota Kecamatan ;

c. bangunan pada Kawasan Khusus ;

d. bangunan di Pedesaan.

Menurut statusnya bangunan di Daerah diklasifikasikan
sebagai berikut :

a. bangunan pemerintah ;

b. bangunan swasta.

Menurut lokasinya bangunan di Daerah diklasifikasikan
sebagai berikut :

bangunan di tepi jalan By Pass ;

bangunan di tepi jalan Arteri Primer ;

bangunan di tepi jalan Arteri Sekunder ;

bangunan di tepi jalan kolektor Primer ;

bangunan di tepi jalan kolektor Sekunder ;
bangunan di tepi jalan lokal primer ;

bangunan di tepi jalan lokal sekunder.

Q-+®aQA0ow

Menurut ketinggiannya bangunan di Daerah diklasifika-
sikan sebagai berikut :

a. bangunan satu lantai ;

b. bangunan bertingkat ;

c. bangunan tinggi.

Menurut luasnya bangunan di Daerah diklasifikasikan

sebagai berikut :

a. bangunan dengan 1luas sampai dengan 50 m2 (lima
puluh meter persegi) ;

b. bangunan dengan luas 51 m2 (lima puluh satu meter
persegi sampai dengan 100 m2 (seratus meter perse-
gi) ;

c. bangunan dengan 1luas 101 m2 (seratus satu meter
persegi) sampai dengan 250 m2 (dua ratus lima
puluh meter persegi);

d. bangunan dengan luas 251 m2 (dua ratus lima puluh
satu meter persegi) sampai dengan 500 m2 (lima
ratus meter persegi) ;

e. bangunan dengan luas 501 m2 (1lima ratus satu meter
persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter
persegi) ;

f. bangunan dengan luas 1001 m2 (seribu satu meter
persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter
persegi) ;

g. bangunan dengan luas 5.001 m2 (lima ribu meter
persegi) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu meter
persegi) ;

h. bangunan dengan 1luas di atas 10.000 m2 (sepuluh
ribu meter persegi).

BAB III .....



- & -

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Pertama
Perencanaan Umum

Pasal 3
Parencanaan Umum meliputi

a. rencana garis besar perpetakan

’

b. rencana garis besar bangunan dan jaringan utilitas.
Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan

Daerah 1ini, berlaku untuk bangunan kompleks, komersial
dan atau kawasan.

Pasal 5

Setiap rencana garis besar perpetakan dan rencana garis
besar bangunan dan jaringan utilitas harus dikuti dengan
perencanaan bangunan dan jaringan utilitas.

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana garis besar perpetakan harus ber -
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, menyangkut kepentingan 1lingkungan kota atau

sebagian lingkungan kota, harus dikonsultasikan pada
tenaga ahli.

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana garis besar bangunan dan jaringan
utilitas harus berdasarkan peraturan teknik.

(2) Apabila rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, menyangkut kepentingan keselamatan umum dan

lingkungan, bangunan harus dikonsultasikan kepada
tenaga ahli.

Bagian Kedua
Perencanaan Arsitektur

Pasal 8

Perencanaan arsitektur meliputi :

a. denah bangunan ;
b. tampak bangunan ;
c. potongan bangunan ;

d. detail bangunan ;

Pasal 9 .....



Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal § Peraturan Daerah
ini berlaku untuk semua klasifikasi penggunaan bangunan.

Pasal 10

Setiap perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Per-
aturan Daerah ini, harus disertai dokumen pelaksanaan.

Pasal 11

Penyusunan rencana arsitektur harus berdasarkan psraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk mendirikan bangunan, dibuat rencana bangunan dan
lingkungan sekitarnya sesuai dengan tata ruang kota.

Pasal 13

(1) Ukuran panjang yang dipergunakan dalam gambar rencana
perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan itu, menggunakan satuan metrik.

(2) Bahasa yang digunakan dalam gambar rencana, perhitung

an. bestek dan hal-hal 1lain menggunakan bahasa
Indonesia.

Bagian Ketiga
Perencanaan Konstruksi

Pasal 14

(1) Perencanaan Konstruksi berdasarkan standar teknik

yang berlaku dengan memperhitungkan tekanan angin,
getaran, bahaya api dan gempa bumi.

(2) Perencznzan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
berlaku bagi
a. Bangunan satu lantai
b. Bangunan bertingkat
2. Bangunan tinggi.

3

Bagian Keempat
Perencana
Pasal 15
Setiap perencana yang telah memenuhi syarat untuk me-

ngerjakan psrencan2an umum mempunyai hak untuk menerima
pekerjaan yang diberikan oleh pihak lain dengan mematuhi

kode etik profe=si.
Pasal 16
Perencana harus menyelesaikan tugas perencanaan sampai

dengan batas memenuhi persyaratan memperoleh IMB dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB 1V
PERSYARATAN UMUM ARSITEKTUR

Bagian Pertama
Gambar Situasi

Pasal 17

Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Dinas

atau Instansi yang ditunjuk menjadi kelengkapan
permohonan IMB.

Qambar situasi perletakan bangunan harus memuat pen -
Jelasan tentang :

a. peruntukan bangunan yang direncanakan ;

b. bentuk kapling atau pekarangan yang sesuai dengan
peta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ;

€. nama jalan menuju ke kapling atau pekarangan dan

di sekitar kapling atau pekarangan ;

d. peruntukan bangunan di sekitar kapling atau pe -
karangan;

e. letak bangunan di dalam kapling atau pekarangan ;

f. garis sempadan :

g. arah mata angin ;

h. skala gambar dan ukuran gambar :

i. alamat kapling atau pekarangan.

Bagian Kedua
Detail Bangunan

Pasal 18

Bentuk, ukuran, dan perlengkapan ruang harus memenuhi
syarat-syarat kesehatan dan keselamatan umum.

Setiap bangunan atau kompleks bangunan harus memiliki
kakus dan atau pembuangan air kotor sendiri, dengan
jumlah dan besaran menurut persyaratan teknik yang
berlaku.

Pasal 19

Setiap kapling atau pekarangan yang akan didirikan
bangunan harus :

a. direncanakan keadaan permukaan tanahnya atau topo-
grafinya dan dapat dimintakan keterangan pada
Dinas atau Instansi yang ditunjuk ;

b. mempunyai tempat parkir dengan kapasitas yang
memadai sesuai standart dan tidak memenuhi jalan
di sekitarnya.

Setiap kapling atau pekarangan apabila memerlukan
jembatan atau titian untuk masuk kedalamnya, harus
dibuat berdasarkan petunjuk Dinas atau instansi yang
ditunjuk.

(3) Apabila ......
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila kapling atau pekarangan berada di lingkungan
yang belum mempunyai rencana jaringan jalan, pemohon
harus menyediakan jalan menuju ke kapling atau pe -
karangan menurut petunjuk Dinas atau Instansi yang
ditunjuk.

Bagian Ketiga
Tata Bangunan

Pasal 20

KQB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian
lingkungan atau resapan air permukaan tanah dan
pencegahan bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi,
fungsi peruntukan, fungsi keselamatan bangunan untuk
mencapai kenyamanan dan kenikmatan.

Ketentuan KDB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Easal 21

Setiap bangunan ti&ak diperbolehkan menghalangi
pandangan lalu lintas jalan.

Sgtiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak
diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan
keamanan, keselamatan umum, keseimbangan lingkungan,

- pelestarian lingkungan, dan kesehatan lingkungan.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Sétiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak
diperkenankan dibangun/berada di atas sungai/saluran
atau selokan/parit pengairan.

Teras/loteng tidak dibenarkan diberi dinding sebagai
ruangan tertutup.

Loteng bangunan tidak dibenarkan mengarah menghadap
ke kapling tetangga, tanpa persetujuan tetangga.

Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak
diperbolehkan menyediakan lubang jendela, pintu dan
ventilasi sehingga menimbulkan gangguan keleluasaan
pribadi tetangga atau lingkungan sekitarnya.

Pasal 22

Garis konstruksi terluar loteng tidak dibenarkan
melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan
tetangga.

Garis konstruksi terluar suatu bangunan yang meng -
arah ke tetangga, tidak dibenarkan melewati batas
pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

Garis pondasi terluar bangunan temporer/sementara di-
tentukan berdasarkan petunjuk Dinas Pekerjaan Umum.

(4) Bangunan .....
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(4) Bangunan temporer atau sementara tidak dibenarkan

berubah status menjadi bangunan semi permanen dan
permanen tanpa seizin Bupati.

(5) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit
dengan garis sempadan pagar, cucuran atap atau sela-
sar bangunan harus diberi talang dan pipa talang
sampal ke tanah.

Pasal 23

Setiap banguran diuzahakan mempertimbangkan segi-segi pe-
ngembangan kcnsepsi arsitektur Kudus, baik dalam tata ben
tuk maupun tata ruang sesuai dengan perkembangan dan tek-
nologi dan mampu melindungi budaya arsitektur setempat.

Bagian Keempat
Tata Letak Bangunan

Paragraft Pertama
Bangunan Satu Lantai

Pasal 24
Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan berada

di dalam kota, kecuali dengan izin Bupati dan umur bangun
an tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan

dibangun di pinggir jalan arteri, kecuali dengan 1izin
Bupati.

Paragraf Kadua
Bangunan Bertingkat

Pasal 26

Bangunan basrtingkzt seml permanen tidak diperkenankan
dibangun di pinggir jalan arteri.

Bagian Xelima
Ketinggian Bangunan

Pasal 27

(1) Tinggi bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang.

(2) Untuk masing-masing lokasi vyang belum dibuat tata
ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan
oleh Bupati dengan mempertimbangkan lebar jalan.

(3) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat berlaku KLB di
masing-masing lokasi.

~~
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Ketinggian bangunan deret maksimal 4 (empat) lantai
dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.



Bagian Keenam
perlindungan terhadap Kebakaran

Pasal 28

(1) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus memiliki
cara, sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penang-
gulangan bahaya kebakaran.

(2) Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus dilengkapi
petunjuk secara jelas tentang :

cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran ;
cara menghindari bahaya kebakaran ;

. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ;

cara mencegah dan mengatasi bahaya kebakaran.

a0 oe

Bagian Ketujuh
perlindungan terhadap Jaringan Listrik

Pasal 29

(1) Tiap-tiap bangunan yang akan didirikan diupayakan
tidak berada di bawah atau di atas jaringan listrik.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini tidak memungkinkan, maka bangunan tersebut mini-
mal harus berjarak 2,7 (dua koma tujuh) meter dari
jaringan listrik.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Pencemaran

pasal 30

Setiap bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran ling -
kungan harus memiliki cara untuk mengendalikan sumber pen
cemaran agar tidak merusak keseimbangan lingkungan seki -
tarnya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
perlengkapan Bangunan dan Pagar

Pasal 31

(1) Setiap bangunan umum hendaknya dilengkapi dengan
penerangan luar bangunan secukupnya.

(2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan hendaknya di-
lengkapi dengan tiang bendera dengan bentuk, ukuran,
dan tempat menurut petunjuk/ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi
dengan tanda IMB dan atau IPB.

(4) Pemberian tanda, ukuran, dan penempatannya akan di -
atur lebih lanjut oleh Bupati.

pasal 32

(1) Setiap bangunan dapat dilengkapi bangunan pengaman
terhadap usaha kekerasan atau perusakan antara lain
teralis, pagar, pintu pagar, gardu jaga/menara jaga.

(2) Terhadap - ----



(2) Terhadap pagar de

dengan ketinggi
meter.

Pan suatu bangunan

) harus tansparan
an maksimal 1,5 (sa

tu koma lima)

(3) Ketentuan sebagaimana dima

: C ksud ayat (1) pPasal ini
akan diatur lebih lanjut o1

eh Bupati.
BAB v

PERSYARATAN KHUSUS ARSITEKTUR

Bagian Pertama
Bangunan Umum

Pasal 33

Yang.termasuk golongan ini adalah bangunan yang dikun -
Jungl oleh umum, yaituy :

a. bangunan kesenian, olah ra
b. bangunan rekreasi umum
C. bangunan perpindahan ja

ga dan sejenisnya :
s
sa transportasi angkutan umum -

El

Pasal 34

(1) Setiap bangunan umum harus mem

(2) setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain,
ditentukan KDB

maksimum 69 % (enam puluh sembilan
persen).

(3) setiap bangunan
dengan lebar yang
darurat.

umum harus memiliki

pintu darurat
memadai untuk penyela

matan keadaan

Bagian Kedua
Bangunan Perniagaan dan atau Jasa

Pasal 35

Yang termasuk golongan ini adalah -

a. Bangunan tempat penjual Jjasa ;
b. Bangunan tempat transaksi jual/beli secara langsung.
Pasal 3¢

(1) setiap bangunan perniagaan dan atau jasa dapat dile-

takkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan

harus memperhatikan pencegahan menjalarnya kebakaran
dari dan ke bangunan lain.

(2) setiap bangunan pernia
dapat dibangun den
puluh persen).

gaan bila tidak ditentukan lain
gan KDB maksimal 80 % (delapan

(3) setiap bangunan perniagaan dan atau jasa harus me -

miliki pintu darurat dengan lebar yang memadai untuk
penyelamatan keadaan darurat.
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Bagian Ketiga
Bangunan Pendidikan

Pasal 27

Yang termasuk golongan in; = s .
untuk ~' < g dan ini adalah bangunan yang digunakan

a. kegiatan pendidikan formal,
an, dan ketrampilan -

b. pengelolaan sumber informasi

dengan kegiatan pendidikan

c. kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan, dan pe -
fancangan yang barkaitan dengan kegiatan pendidikan.

non formal, agama, kejuru-

atau data yang berkaitan

3

Pasal 38

(1) setiap bangunan pendidikan harus mempunyai jarak

bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-
kurangnya 6 (enam) meter dan atau 3 (tiga) meter
dengan bat

as Kapling atau pekarangan.

(2) setiap bangunan pendidikan bila tidak ditentukan

lain dapat dibangun dengan KDB maksimal 50 % (lima
puluh persen).

(3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki
darurat dengan lebar
keadaan darurat.

pintu
yang memacal untuk penyelamatan

Bagian Keempat
Bangunan Industri

Pasal Z9

Yang termasuk golongan ini adalah bangunan yang dipergu-
nakan untuk kegiatan :

a. mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi
bahan jadi dalam jumlah yang banyak atau terbatas ;:

b. menyimpan barang dalam jumlah banyak atau terbatas

c. pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik.

3

Pasal 40

(1) Setiap bangunan atau kelompok bangunan indust(i hafus
mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di -
sekitarnya menurut ketentuan yang berlaku/minimal
8 (delapan) meter dan 5 (lima) meter dari batas
kapling atau pekarangan.

2) Setiap bangunan industri apabila Fidak ada geﬁentuan
: lain dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 %
(enam puluh persen).

(3) Setiap bangunan industri harus memiliki pintu darurat

dengan lebar yang memadai untuk penyelamatan keadaan
darurat.

(4) setiap .....
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(4) Setiap bangunan indugtri harus dilengkapi sarana
untuk memberl petunjuk tentang besarnya tingkat

bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun
tidak langsung.

(5) Di setiap bangunan industri yang dibangun di atas
kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib
merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Setiap bangunan industri atau kelompok bangunan
industri harus memenuhi ketentuan pengolah 1limbah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bangunan Kelembagaan dan atau Perkantoran

Pasal 41

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan yang
digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan :

a. perkantoran ;

b. kesehatan atau perawatan :
c. komunikasi.

Pasal 42

(1) setiap bangunan kelesmbagaan dan perkantoran harus
mempunyai Jjarak bangunan dengan bangunan lain di
sekitarnya sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan
atau 3 (tiga) meter dengan batas kapling atau
pekarangan.

(2) setiap bangunan kelembagaan dapat dibangun dengan KDB
tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) atau didasar-
kan pada Rencana Tata Ruang yang berlaku.

(3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu
darurat dengan lebar yang memadai untuk penyelamatan
keadaan darurat.

Bagian Keenam
Bangunan Rumah Tinggal

Pasal 43

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan yang
digunakan untuk tempat tinggal yang berupa :

rumah tunggal :

rumah kopel ;

rumah susun ;

. rumah bedeng atau deret ;
kompleks perumahan.

oQn0ow

Pasal 44
Setiap bangunan tempat tinggal dapat dibangun dengan KDB
tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) atau didasarkan
pada Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku.

Pasal 45 .....



Pasal 45

Bangunan tempat tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh
suatu badan dan jumlahnya cukup banyak, harus menyediakan
fasilitas lingkungan secara layak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yangd berlaku.

Pasal 46

(1) Bangunan tempat tinggal yang dibangun di atas kawasan
yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib me -
rencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban perencanaan sepenuhnya ditanggung oleh
pihak pemohon izin.

Bagian Ketujuh
Bangunan Khusus

Q Pasal 47

(1) Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan
milik Hankam, Badan Otorita dan pemerintah yang
bersifat rahasia.

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
diatur secara tersendiri ;

Bagian Kedelapan
Bangunan Sosial

Pasal 48

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan yang
digunakan untuk kegiatan :

a. peribadatan dan keagamaan ;

b. penampungan, pembinaan, dan perawatan orang lanjut
-E) usia cacat mental atau fisik ;
= c. rehabilitasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 49

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB tidak lebih
dari 60 % (enam puluh persen) atau didasarkan pada
Rencana Tata Ruang Kota.

Bagian Kesembilan
Bangunan Campuran

Pasal 50

Yang termasuk golongan ini adalah bangunan dengan status
induk :

a. bangunan rumah tinggal ditambah dengan :
1) perniagaan dan jasa ;
2) industri rumah tangga, atau ;
3) kelembagaan atau perkantoran.

b. bangunan .....
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bangunan umum ditambah dengan -
1) perniagaan dan atau jasa, atau :
2) kelembagaan atau perkantoran.
bangunan industri ditambah dengan
1) perniagaan dan alau jasa, atau
2) kelembagaan atau perkantoran.

bangunan kelembagaan ateu perkantoran ditambah dengan

perniagzen dan stau jasa

bangunan pandidikan ditambah bangunan umum, per -

n1agaan dan ateu jasa, dan atau kelembagaan, dan atau
perkantaran.

Pasal 51

(1) Semua bangunan campuran diatur menurut status induk -

nya ditambah status tambahan yang kemudian menyesuai-
kan dengan status induknya bukan sebaliknya.

) Bangunan tambahan yang dimaksud avat (1) Pasal ini

luasnya tidak boleh lebih besar dari bangunan induk -
nya.

(3) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa izin

Yang termasuk golongan ini adalah sebagai berikut :

dari Bupati.

Bagian Kesepulun
Bangunan Lain-lain

Pasal 52

bangunziv kandang untuk peternakan ;

semua bangunan bukan gedung yang berfungsi sebagai pe-
nunjang bangunan, seperti menara air, menara antene,
pagar ;

semua bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas
penunjang atau fasilitas umum, seperti pos keamanan,
toilet, telepon umum, pos polisi dan sebagainya ;
bangunan perkerasan tanah, seperti lantai jemur, per-
kerasan halaman, tempat parkir dan sebagainya ;
bangunan utilitas, seperti saluran air, sumur peresap
an jaringan telepcon, air bersih, jaringan listrik dan
sebagainya.

Pasal 53

(1) Semua bangunan lain-lain yang merupakan bangunan

penunjang bangunan utama dapat diletakkan di daerah
sempadan bangunan dangan ketentuan cucuran atap atau
bagian atas atap bangunan tidak melebihi batas
kapling atau pekarangan dan ketinggian bangunan
memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak menggang-
gu lingkungan sekitarnya.

(2) semua .....
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(2) Semua bangunan lain-lain yang diletakkan di luar
pagar (ruang Jjalan) harus memenuhi ketentuan yang
berlaku dan tidak mengganggu kepentingan dan ke -
selamatan umum.

BAB VI
PERSYRRATAN KETAHANAN KONSTRUKSI
Pasal 54

(1) Standar teknik yang harus dipakai adalah standar
teknik yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan
Beton, Peraturan Baja, Peraturan Konstruksi Kayu, dan
standar teknik lain yang berlaku.

(2) Tiap-tiap bangunan dan bagian kontruksinya yang harus
diperhitungkan terhadap tekanan angin, getaran dan
gaya gempa bumi sesuai Peraturan Gempa di Indonesia.

(3) Tiap bangunan dan bagian kontruksi yang dinyatakan
mempunyai tingkat bahaya api atau angin cukup besar
harus direncanakan dengan kontruksi yang sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku.

BAB VII
PERSYARATAN UTILITAS

Bagian Pertama
Jaringan Air Bersih

Pasal 55

(1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air
minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis
yang berlaku.

(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum
harus disesuaikan dan aman terhadap lingkungan,
bangunan-bangunan dan instalasi-instalasi lain se-
hingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan
merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemelibara-
annya.

Pasal 56

pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang di -
benarkan secara resmi oleh yang berwenang.

Bagian Kedua
Jaringan Air Hujan

Pasal 57
Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran pem -

buangan air hujan yang dapat dihubungkan dengan saluran
kota atau sumur peresapan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Ketiga
Jaringan Air Kotor

Pasal 58

Semua air kotor'yang asalnya dari dapur, kamar mandi ,
dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-
pipa tertutup dan sesuai. dengan ketentuan teknik yang
berlaku.

Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, harus mel

alui proses pengelolaan atau
sumur peresapan.

Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10
(sepuluh) meter dari sumur atau sumber air bersih
terdekat dan tidak berada di bagian atas kemiringan
tanah terhadap letak sumber air minum/bersih sepan-

jang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan atau
diakibatkan suatu kondisi tanah.

Apabila ayat (2) Pasal ini tidak memungkinkan, maka
pembuangan air kotor dapat dialirkan ke saluran umum
kota.

Bagian Keempat
Pembuangan Sampah

Pasal 59

Setiap bangunan harus menyediakan tempat

sampah di
dalam lokasi yang mudah dijangkau oleh armad

a sampah.

Dalam hal lingkungan tersebut belum dilayani oleh

armada sampah, maka sampah-sampah harus dimasukkan
dalam kubangan yang aman.

Bagian Kelima
Jaringan Bahaya Kebakaran

Pasal &0

Setiap bangunan harus dipersiapkan untuk menang -
gulangi kemungkinan kebakaran.

Kemungkinan penanggulangan kebakaran harus mengutama-

kan keselamatan umum/penghuni, lingkungan searta
bangunan yang bersangkutan.

Jenis Penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan
dengan penyediaan alat berupa :

penampung air (water reservoir) ;

. Jaringan air pemadam kebakaran kota
. Jaringan air tirai asap :

tabung pemadam kebakaran.

a0 ow

Jenis penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan
dengan mangatur tata bangunan berupa :

a. penentuan
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a. penentuan ukuran pintu dan jendela menurut kapasi-
tas atau daya tampunyg ruang.

h. penentuan tinggl bangunan disesuaikan dengan ke -
mampuan peralatan kesbakaran yang dimiliki satuan
pemadam kebakzran yang ada Jdi Kabupaten.

c. penentuan jarak bangunan satu dengan yang lain.

(5) Penentuzn jeniz sebagaimana  dimaksud ayat (3) dan
atau (4) Pasal ini, harus dipsrhitungkan dengan
mempergunakan standar teknik yang berlaku.

(6) Penentuan jeniz bahan bangunan yang tahan terhadap
bahaya lkebakaran diperhitungkan berdagarkan peratur-
an pearundang-undangan dan standar teknik yang ber -
laku.

(7) Penentuan mutu peralatan penanggulangan bahaya ke -
bakaran ditentukan berdasaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Jaringan Listrik

Pasal 61

Jenis, mutu sifat bahan dan peralatan listrik harus me -
menuhl standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal &2

(1) Bahan yang hHolah digunakan pada instalasi listrik
harus diperhitungkan dan zaman sesuai dengan standar
peraturan umum instalasi listrik yang berlaku.

(2) Dalam hal sumber daya diambil dari pembangkit listrik

selain PLN penempatannya harus aman terhadap gangguan
dan tidak mencemarkan lingkungan.

(3) Untuk bangunan-bangunan atau ruang-ruang Khusus, umum
dan penting dimanz aliran listrik tidak boleh terpu-
tus disyaratkan memiliki pembangkit listrik darurat

sebagal cadangan yang dapat memenuhi kesinambungan
pelayanan.

Pasal &3

(1) Sistem instalasi listrik harus disesuaikan dengan
lingkungan bangunan-bangunan lain.

(2) Penempatan instalasi 1listrik harus aman terhadap
keadaan sekitarnya, bagian-bagian lain dari bangunan
dan instalasi-instlzsi lain sehingga tidak saling

membahayakan dan mengganagu serta memudahkan untuk
pengamatan dan pemeliharaan.

Pasal 64

Instalasi listrik harus diamankan dari bahaya-bahaya atau
gangguan-gangguan luar vang mungkin merusak instlasi
tersebut.

Pasal 65
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Pasal 65

Proses pelaksanaan instalasi 1listrik harus diper -
hitungkan dan aman sesuai dengan standar peraturan
umum instalasi listrik yang berlaku.

Dalam hal ada perubahan pada ukuran dan kepastian
bahan, jika lebih besar dari spesifikasi, maka pem -
besarannya tidak boleh merugikan lingkungan.

Sebelum instalasi listrik dioperasikan harus dilaku -
kan pengetesan instalasi terlebih dahulu.

Bagian Ketujuh )
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 66

Jenis, mutu, sifat-safat bahan dan peralatan instala-
si yang dipergunakan harus diperhitungkan dan aman
sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemilikan dan penempatan sistem instalasi harus aman
terhadap sistem 1lingkungan, bangunan-bangunan dan
instlasi lain.

Proses pelaksanaan 1instlasi harus memenuhi standar
dan ketentuan telekomunikasi.

Bagian Kedelapan
Penangkal Petir

Pasal 67

Jenis, mutu, sifat-safat bahan dan peralatan instala-
si penangkal petir yang dipergunakan harus diperhi-
tungkan dan aman sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemilikan dan penempatan sistem instalasi penangkal-
petir harus aman terhadap sistem lingkungan, bangun-
an-bangunan dan instlasi lain.

Proses pelaksanaan instalasi penangkal petir harus
memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMELIHARAAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Pekerjaan Arsitektur

Pasal 68

Setiap pemilik atau penghuni bangunan harus melakukan
pemeliharaan bangunan secara berkala terus menerus
sepanjang umur bangunan yang dinyatakan dalam peren-

canaan bangunan yang dimuat dalam IMB didalam lingkup
pekerjaan arsitektur.

(2) Jenis .....
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(2) Jenis Pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan
meliputi

a. pelestarian kegunaan ruang dan bangunan.
b. pelestarian bentuk dan wajah ruang dan bangunan.

Pasal 69

(1) Pekerjaan pemeliharaan banguan untuk pelestarian

kegunaan ruang atau bangunan harus dilakukan secara
berkala.

(2) Pekerjaan pemeliharaan bangunan untuk pelgstarian
bentuk dan wajah ruang dan bangunan harus dilakukan

paling sedikit setiap satu tahun sekali secara terus
menerus.

Pasal 70

Bupati melalui Dinas atau Instansi yang ditunjuk akan
melakukan pemeriksaan berkala dan kepada petugas yang
bersangkutan diberikan hak untuk memperingatkan kepada
pemilik atau penghuni bangunan untuk melakukan pekerjaaan
pemeliharaan bangunan.

Pasal 71

Apabila setelah 14 (empat belas) hari setelah peringatan
tersebut tidak diindahkan oleh pemilik atau penghuni
bangunan, Bupati akan memberikan peringatan tertulis
untuk segera melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.

Pasal 72

Pemilik atau penghuni dapat mengajukan keringanan dalam
bentuk penundaan atas kewajiban pemeliharaan setelah
peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Peraturan Daerah
ini dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan
menyebutkan alasan yang dapat diterima.

Bagian kedua
Pekerjaan Struktur

Pasal 73

(1) setiap pemilik atau penghuni bangunan diharuskan
melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala dan
terus menerus sepanjang umur bangunan yang dinyatakan
dalam perencanaan bangunan yang dimuat dalam Izin

Penggunaan Bangunan didalam lingkup pekerjaan struk-
tur.

(2) Jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan
meliputi

a. konstruksi utama bangunan.
b. konstruksi pelengkap bangunan.
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5aB  IX
SEMPADAN FAGAR

Bagian Pertama
Sungail

Pasal 74

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di dalam

kgwasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter
diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 7%
terhadap Sungal Bertanggul di luar

kawasan perkotaazn sekurang-kurangnya 5 (lima) meter
diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paszal 76

(1) Garis Sampadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul
di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut

a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter
sekurang-kurangnya 5 (limz) meter ;

b. sungai barkedalaman 3 (tiga) sampal dengan 10
(sepuluh) meter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
meter

c. sungal berkedalaman 11 (sebelas) sampai dengan 20
(dua puluh) meter sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) meter.

(2) Garis Sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-
masing diukur dari tepi sungal pada waktu ditetapkan
pada setiap ruas daerah pengaliran sungal.

Pasal 77

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungal Tidak Bertanggul
41 luar kawaszan perkotaan sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) mater.

(2) Garis Sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-
masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
pada setiap ruas daerzh pengaliran sungai.

Pasal 78

Gambzr fGaris Szmpadan Pagar tarhadap sungal bertanggul

dan sungai tidak bertanggul adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua
Saluran

Pasal 79

(1) Garis Sempadan Pagar tlerhadap Saluran Bertanggul
adalah sebagai berikut

a. sekurang-kurangnya .....
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a. §e5uraqg—kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran
1rigasi dan pembuangan dengan debit 4 m3/dt (empat
meter kubik per detik) atauy lebih ;

b.

sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran
irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 3 m3/dt
(satu sampai dengan tiga meter kubik per detik :
C. sekurang-kurangnya 1 (satu) meter
irigasi dan pembuang-an dengan debit
m3/dt (satu meter kubik per detik).

untuk saluran
kurang dari 1

(2) Garis Sempadan dimaksud ayat (1)

1 ' Pasal ini masing-
masing diukur dari luar kaki tanggul

Pasal 80

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Tidak Bertanggul
adalah sebagai berikut -

a. sqkurang—kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran
ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan
pembuangan dengan debit 4 m3/detik (empat meter kubik
per detik) atau lebih ;

b.

sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran

ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan

pembuangan dengan debit 1 - 4 m3/detik (satu sampai

dengan empat meter kubik per detik) ;

Cc. sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran
ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan

pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik (satu
meter kubik per detik).

Pasal 81

Gambar Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Bertanggul

dan Saluran Tidak Bertanggul adalah sebagaimana tercantum
Lampairan Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Waduk dan Mata Air

Pasal 82

Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk sekurang-kurangnya

50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat.

Pasal 83

Garis Sempadan Pagar terhadap Mata-Air sequang-
kurangnya 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.



)d

Bagian Keempat
Jalan

paragraf 1
Jalan Umum

pasal 84

Garis Sempadan Pagar dihitung dari as jalan dengan
jarak sebagai berikut

a. Jalan Arteri Primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas)
meter ;

b. Jalan Arteri Sekunder sekurang - kurangnya 15 (lima
belas) meter ;

c. Jalan Kolektor Primer sekurang - kurangnya 12 (dua
belas) meter ;

d. Jalan Kolektor Sekunder sekurang - kurangnya 11 (sebe-
las) meter ; )

e. Jalan Lokal Primer sekurang - kurangnya 9 (sembilan)
meter ;

f. Jalan Lokal Sekunder sekurang - kurangnya 7 (tujuh)
meter ;

g. Jalan By Pass sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter.

Pasal 85

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi sekurang -
kurangnya 5 (lima) meter dari as jalan.

Pasal 86

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan adalah
berhimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 2
Jalan pada Tanah Lereng

Pasal 87

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sekurang-kurang-
nya 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabi-
la jalan itu terletak di atas lereng.

(2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sekurang -
kurangnya 2 (dua) meter dihitung dari Kkaki lereng
apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

(3) Kaki dan Puncak lereng yang dimaksud ayat (1) dan (2)
Pasal ini ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Gambar Garis Sempadan Pagar terhadap jalan pada tanah
lereng adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.



GARIS SEMPADAN SANCUNAN

Bagian Pertama

Sungail

Paragraf 1
Sungal Bertanggul

Pasal 88

(1) Garis senpadan  bangunan terhadap sungai bertangul
didalam kawasan perkotaan Sekurang-kurangnya 3

(delapan) meter dari sebelah luar =8panjang kaki
tanggul.

(2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan atau

PeErgudangan terhadap sungai bertanggul di dalam
kawasan perkotaan selkurang-kurangnya 13 (tiga belas)
meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 89

(1) Garis Sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di
luar kawasan per<otaan Sekurang~kurangnya 10 (sepu-
luh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

(2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan atau per-
gudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan
perkotaan sekurang—kurangnya 15 (lima belas) meter
dari sabelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 20

Cambar Ga
adalzh se
Daerah i

=

ic Sempzdan Bangunan terhada
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P sungai bertanggul
imanz tercantum dalan

Lampiran Peraturan
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Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 91

(1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai tidak ber -
tanggul 4i dalam kawazan perkataan

adalah sebagai
berikut
a. sungzl  berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter

ekurang-kurangnya © (1ima) meter

b. sungai berkedalaman I (tiga) sampai dengan 10
(sepuluh) neter

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
meter

H

C. sungal berkedalaman 11 (sebelas) sampai
(dua puluh) meter
belas) wmeter .

dengan 20
sakurang-kurangnya 15 (lima

~
N
s

Khusus garis sempadan bangunan industri dan atau per-
gudangan terhadap sungai tidak bertanggul di dalam
Kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

a. sungai .....




a. sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter ;
b. sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 10
(sepuluh) meter sekurang-kurangnya 20 (duapuluh)
meter ;

’

C. sungai berkedalaman 11 (sebelas) sampai dengan 20
(dua puluh) meter sekurang-kurangnya 25 (dua puluh
lima) meter.

(3) Gar%s sempadan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini,
masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 92

(1) Ggris sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai
tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) meter.

(2) Garis sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini diukur

dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap
ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 93

Gambar Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai tidak

bertanggul adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Saluran

Paragraf 1
Saluran Bertanggul

Pasal 94

(1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggul
adalah sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk saluran
irigasi dan pembuangan dengan debit 4 M3/dt
(empat meter kubik per detik) atau lebih:

b. sekurang-kurangnya 4 (empat) meter untuk saluran
irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 3 m3/dt
(satu sampai dengan tiga meter kubik per detik) ;

c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran
irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1
m3/dt (satu meter kubik per detik.

(2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergu-
dangan terhadap saluran bertanggul sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) meter.

(3) Garis sempadan bangunan dimaksud ayat (1) dan (2)
Pasal ini diukur dari sebelah 1luar sepanjang kaki
tanggul.

Pasal 95 .....



Pasal 95

unan terhadap saluran bertang-

Gambar Garis Sempadan Band : :
dalam Lampiran Peraturan

gul adalah sebagaimana tercantum
Daeraiy 1ni.
paragrat 2
Szluran Tidak Bertanggul

pasal 26

Bangunan terhadap saluran tidak ber-—

a. sekurang - kurangnya 4 (empgt) kali kedalaman
saluran citambah 8 (delapan) meter untuk salur-

an irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m3/dt
(empat meter kubik per detik) atau lebih;

b. sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kedalaman.sglurj
an ditambah 3 {lima) meter untuk saluran 1rigasil
dan pembuangan dengan kemampuan 1 - 3 m3/dt (satu
sampai dengan tiga meter kubik per detik) atau
lebih;

Lurang-kurangnya 9 {empat) kali kedalaman
an ditambzh 4 (empat) meter untuk saluran
1

O
(0]
4

si dan pembuangan dengan kemampuan kurang
m3/detik (satu meter kubik per detik).

(2) %husus Garis Sempadan Bangunan Industri dan per-
gudangan tzrhadap saluran tidak bertanggul sekurang-—
turangnya 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah
10 (sepuluh) meter.

(3) Garis Sempadan dimaksud ayat (1) dan (2) diukur dari

Pazal 97
Gambair Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran tidak
pertanggul adalah sebagzimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Dasrah ini.

Bagian Ketiga
Waduk dan Mata Air

Pesal 98
Garis Sempadan Bangunan terhadap waduk sekurang—kurangnya
100 (=eratus) meizsr dari titik pasang tertinggl ke arah
darat.

Pasal 99

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air sekurang-kurang
nya 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.



Bagian Keempat
Jalan

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 100

Garis Sempadan Bangunan dihitung dari as jalan dengan
Jarak sebagai berikut

a. Jalan Arteri Primer sekurang-kurangnya 2 (dua puluh)
meter

b. Jalan Arteri Sekunder sekurang - kurangnya 20 (dua
puluh) meter ; .

c. Jalan Kolektor Primer sekurang - kurangnya 17 (tujuh
belas) meter ;

d. Jalan Kolektor Sekunder sekurang-kurangnya 16 (enam

belas) meter :
e. Jalan Lokal Primer sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

meter

f. Jalan Lokal Sekunder sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
meter : 5

g. Jalan By Pass sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima)
meter.

Pasal 101

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi sekurang—
kurangnya 10 (sepuluh) meter dari as jalan.

Pasal 102

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan
adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar
dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyail
lebar lebih besar.

Paragraf 2
Jalan pada Tanah Lereng

Pasal 103

(1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng
apabila jalan itu terletak di atas lereng.

(2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng
apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

(3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) Pasal ini tidak berlaku apabila Jaraknya
lebih kecil dari ketentuan sebagaimana diatur Pasal
100 Peraturan Daerah ini.

(4) Gambar Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan pada
lereng adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XI
PELAKSANA DAN PENGAWASAN
Pasal 104

Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah iqi adalah
Dinas atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupatl.

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daprah ini
adalah Dinas/Instansi/Bagian yang ditunjuk oleh
Bupati.

BAB XII
PAKSAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 105

Setiap bangunan yang didirikan atau diubah tidak
berdasarkan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan, Bupati
dapat memerintahkan kepada pemiliknya untuk membong-
kar bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya atas
biaya pemilik.

Bila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah
perintah pembongkaran tersebut pada ayat (1) Pasa%
ini disampaikan, pemilik bangunan tidak mematuhi
perintah tersebut, Bupati atas biaya pemilik bangunan
dapat membongkar bangunan tersebut.

Pasal 106

Setiap penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam IMB atau IPB, Bupati dapat meme -
rintahkan untuk dikosongkan.

Bila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah
perintah pengosongan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini disampakan dan pemilik bangunan tidak
melaksanakannya, maka Bupati atas biaya pemilik
bangunan dapat mengosongkan bangunan tersebut.

Pasal 107

Izin Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan Bangunan dapat
dicabut apabila :

a.

persyaratan yang menjadi dasar diberikannya Izin
Mendirikan atau Mengubah dan Merobohkan Bangunan
terbukti tidak benar

. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembayaran dilaku-

kan, pemilik Izin Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan
Bangunan belum mulai melaksanakan pekerjaannya :

. setelah pekerjaan Mendirikan/Mengubah dan Merobohkan

Bangunan dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut
selama 6 (enam) bulan atau lebih tanpa penyelesaian :

d. pelaksanaan .....




- 30

d. pelakse
. aksanaa ar iri
i paégL:LSBE;rJgan Mend1r1kan/Mengubah dan Meroboh-
Bangu menyimpang dari rencans ) 1S
dalam izin tersebut ; e il
dapat diper-

e. kengntuan dalam huruf t Jan ¢ Pasal ini
Dfﬂjéng clen'Bupdti apabila dimulainya atau diselesai—
kannya pekerjaan dzpat Aiterima
pasal 108
pelalisanaan pembarian sanksi sebagaimana dimaksud
107 harus didahului

106, dan pasal
ng nerwenang.

pasal 105, pasal
dengan peringatan tertulis aleh pajabat ¥a

pan XIIT

vCTENTUAN PIDANA
pasal 109

Barang Siapa nelanggar ketentuan pasal 12, pasal 14.
pasal 1&, pasal Z0, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal
25, Pasal e, Masal 27, Pasal 23, pasal 30. pasal 31
ayat (3, oasal 32, Pasal z4, Pasal 36, Pasal 33, Pasal
40, Pasal 12, Pasal 44, Pasal 45, pasal 46, pasal 49,
pasal 53, pasal 54, pasal S55. pzsal 56, pasal 57. pasal
58, pasal 59, dan pacal & peraturan pDaerah ini diancam
pidana kurungan pzling jama 6 (enam) pulan atau danda
paling banyak sebasar p. 3 000.000, " (1ima juta rupiah).

Bag XIV

paerah ini

(1) penyidikan +=rhadap pelanggaran paraturan
zeglain dilakukan cleh pejabat penyidik Kepolisian
zpublik Tndonesia juga dapat dilakukan oleh

i Lingkungan pemerin—

Negara Re
pegawal Negeri sipil di

dimaksud ayat 1)

(2} Wewenang P

21 1N 1ah meliputl
mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan harkenaan dengan tindak
pidanz di bidang retribusi gazerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadil 1engkap ;

a. menerima, mencari,

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
adan tentang kebenar—

-
jo =
nengenal orang pribadi atau b
an perbuaian vand dilakukan sghubungan dengan
tindak pidana Jetribusl daerah ;
C- menerima Keterandgan dan bahan puktl dari orang
- tau badan cehubungan dengan tindak pidana

pribadi 2

retribuai daerah ;

d. mener tksd uku-bukd; catatan-catatan dan dokumen—
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana re-

tribusi daerah ;

e. melakukan -.---




W 4
9

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
dan dokumen-dokumen

bukti pembukuan, pencatatan, S
lain, serta melakukan penyitaan terhadap aha
bukti tersebut ;

elaksa ~

i i dalam rangka p N
f. meminta bantuan tenaga ahli e ribusi

naan tugas penyidikan tindak pidana re

daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seorang.meninggaé:ﬁn
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan se g

berlangsung dan memeriksa identitas orang danfa;a?

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huru -
h. memotret seseorang yangd perkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah ;

untuk mendengar keterangannya dan

i . memanggil orang ran
i tersangka atau saksl ;

diperiksa sebaga

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yand perlu_untuk kelapcarj
an penyidikan tindak pidana di b1§ang retribusi
daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1) Pasalblnl
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum sSesual
dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
pasal 111

(1) Terhadap bangunan—-bangunan yang telah berdiri dan
belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, secara
pbertahap harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 1ini,
kecuali bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya.

(2) Terhadap bangunan-bangunan yang berdiri sebelum di -
tgtapk§nnya peraturan Daerah ini dan belum berizin
qlgamp}ng mendasarkan pada ketentuan ayat (1) Pasal
ini, juga diberlakukan ketentuan proses perizinan
bangunan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan
Daerah yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se -

panjang mengenai pelaks ; ; ;
oleh Bupati. P anaannya, akan diatur lebih lanjut

Pasal 113 .....



Z

[

Pasal 113

Do~ - . N ot e x * - 3
{cratu:an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang:
annya.

figar supava setiap orang dapat mengetahulnyd. memerintah

kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

pDisahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUSE,

MUHAMMAD  AMIH AN A0IAT

Diundangkan i Kudus
pada tangaal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DQRRQH KABURPATEN KUDUS,

////QQE;:f/j?;

_{IERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 10




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN K
NOMOR 3 TAHUN_2000 TENTANG BAN

ubUS
GUNAN

SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN

1.
GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP SUNGAI ATAU SALU

RAN BERTANGGUL

[}

(

1

i b1 i
TANGGUL

KETERANGAN
1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar

2. b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan

i
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2
GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP SUNGAI ATAU SALURAN TAK BERTANGGUL

|

'1

Pagar
- Ujung bangunan 4

e mp———-

|

Bangunan

Sungai atau Saluran

v—
b2

|

b1

KETERANGAN :
a1 dan a2 adalah sempadan pagar
b1 dan b2 adalah sempadan bangunan




.3.

3. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP JALAN

- Ujung bangunan <—

—»  Pagar 4

Bangunan \
1

As jalan

i s s i e

.
T
1
!
!
|
!
]
'
{
1
!
|
|
!

Saluran/selokan
Trotoar
KETERANGAN :

a1 dan a2 adalah sempadan pagar
b1 dan b2 adalah sempadan bangunan
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4. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP TEBING
(RUAS JALAN DI ATAS TEBING)

A

»  Ujung bangunan

> Pagar <«

Ruas jalan

el

/\:N $ Tebing % :Z \
2ll : Trotoar
a
M
H Saluran/selokan

KETERANGAN
1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar

2. b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan

pal . —

b1

I
!
f
!
|
i
)
[}
|
]
]
I
]
|
[}
[}
]
I}
l}
f
1
]
1
!
:
|
)
[}
1
{
|
]
I
]

[}
'
]
t
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5. GARIS SEMPADAN PAGAR DAN BANGUNAN TERHADAP TEBING
(DENGAN RUAS JALAN Dl BAWAH TEBING).

— —> Ujung Bangunan

—» Bangunan

|

Pagar

As jalan

Tebing
Saluran/selokan

Trotoar

KETERANGAN
1. a1 dan a2 adalah garis sempadan pagar
2 b1 dan b2 adalah garis sempadan bangunan

BUPATIKUDUS,
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I. PENJELASAN UMLUM

~embancunan  yang menimbulikan kem&JUi:ngzn

pempany 3 yand N " X o i
menimbulkan pule perkembangan wilayah di Kabifa;ertumbuhaﬁ
perkembangan tersebut disebabkan karena capatny 2k negatif
bangunan-bangunzn sehingga dapat menlmbylkan damfcﬂut e ilu
bagi Daerah. Guna menghindar dari daWEJR"GEQPﬂk Ez;gZung’ Sawab

- i i ot EMAUAA merupakan € Ja

mengatur pendirian bangunan i e iy s mewujudkan

N
~r2 Psmerintah dengan masyaraksat
bersama antara .,Lp,l!_ h g Jongan tata ruang.

a. Semakir pes:tnya

karena

il ai d selaras
psnataan bangunan yang sesual dan sedidbd= = e aebut di -
Penataan bangunan yang sesual dengan Ltata ruang B R yang
harapkan dapat memparkecil tumbuhnya_daerah~dgera Pty menim:
selain dapat mengurangi keindahan bagi daerah juga dap
bulkan kerawanan-kerawanan =osial.

b. Di dalam Peraturan Daerah ini Jjuga mengatur masalah Gg;li
Sempadan Bangunan., Yyang dimaksudkan untuk dapat member} a
arahan, panduan dan petunjuk penyusunan rencana sekaligus
merupakan alat pengendalian dalam rangka pelaksanaap pembangu—
nannya, sehingga terwujud lingkungan yang serasi dan aman
terhadap lingkungzan sekitarnya.

IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Paszl 1 : cukup jeslas.
Pasal 2
(,/ ayat (1) : e
huruf a . bangunan umum adalah bangunan yang didirikan

oleh pemerintah dan atau swastaz yang diper -
gunakan untuk kepentingan umum baik dipungut
bayaran ataupun tidak ;

huruf b - bangurnzn  perniagaan dan atau Jasa adalah
bangunan yang didirikan oleh pemerintah dan
atau swasta yang dipergunakan untuk tempat
transaksi jual beli secara langsung dan atau
tempat penjualan jasa ;

huruf c bangunan pendidikan adalah bangunan yang
d%dirikan oleh pemerintah dan atau swasta yang
d1ggnakan untulc kegiatan pendidikan, pengelola
an informasi/data, dan pengamatan/penelitian :
huruf d : bangunan industri adalah bangunan yang diperi

gunakan untuk kegiatan -
a. Qengolahan bahan ment
jadi menjadi bahan ja
b. penyimpan barang ;
G. g:m?gn?k@F: penyalur dan atau pembagi tena-
i18Trik

ah atau bahan setengah
di

huruf e ... ..




huruf

huruf

huruf

huruf

huruf

huruf

ayat (2)
huruf

huruf

huruf

ayat (3)
huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)
huruf a
hurut b

huruf c

ayat (7)

-

P4

au perkantoran.ada—
kan untuk kegiatan

bangunan kelembagaan dan at
lah bangunan yang diperguna ! <
perkantoran, kesehatan dan komunikasl ; i
bangunan rumah tinggal adai§h se?ua bangu

ang digunakan untuk tempat tinggal s s
gangunag khusus adalah semua bangunan ml}ik
hankam, semua bangunan milik Badan-Otorl i
atau banguan milik pemerintah baik pusa
maupun daerah yang bersifat rahasia; -
bangunan sosial adalah semua bangunan yang di

bangunan yang mempunyai dua atau lebih fur
yang satu sé%agaf bangunan atau fungsi 1ndu§
dan yang lain sebagal bangunan atau fungs
tambahan ;

bangunan lain-1lain adalah
bukan merupakan gedung ;

semua bangunan yang

Bangunan Permanen adalah bqngunan yang di -
tinjau dari segil konstruksi, umur_bangunan
tersebut dinyatakan lebih dari 15 (1ima belas)
tahun ;

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yangd
di tinjau dari segi konstruksi, umur bangunan
tersebut dinyatakan 5 (lima) Tahun sampal
dengan 15 (lima belas) tahun ; o
Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditin-—
jau dari segi konstruksi, umur bangunan terse-—

but dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun ;

bangunan pada kawasan Ibukota Kabupaten adalah
bangunan yang terletak di kawasan ibukota
kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor

Tahun tentang Rencana Induk Ibukota Kabupa-
ten berikut segala perubahan dan penyempur-—
naannya.

bangunan pada kawasan Ibukota Kecamatan ada -
lah bangunan sebagaimana diatur dalam Peratur
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota Ibukota Kecamatan.

bangunan pada kawasan khusus adalah bangunan
vang didirikan/terletak pada suatu kawasan
vang diperuntukkan baginya ;
bangunan pada kawasan pedesaan adalah bangun-
an yang didirikan/terletak pada kawasan
selain sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan
C.

cukup jelas.
cukup jelas.

cukup jelas.

Bangunan bertingkat adalah bangunan 2 (dua)
sampai 4 (empat) lantai.

Bangunan tinggi adalah bangunan 5 (lima)
lantai ke atas.

cukup jelas.



Pasal 3 s.d

Pasal 7

Pasal 8
huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

Pasal 9

Pasal 10 s.d
Pasal 28

Pasal 29
ayat (1)

ayat (2)
Pasal 30 s.d
Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45 s.d
Pasal 76

Pasal 77 ayat (1)

cukup jelas.

denah bangunan adalah gambar rencana tisﬁ
ruang bangunan yang telah memenuhl persyara
teknis.
tampak bangunan adalah gambar_reqpapa bangunan
yang dilihat dari beréfgal sisi bangunan
tampak depan dan samping).
éotoﬁgan gangunan adalah  gambar potongan
bangunan secara vertikal dap horlsontay ygng
digunakan untuk mengetahui konstruksi dan
bahan bangunan yang akan dipergunakan.
detail bangunan adalah gambar rencana bangunan
secara rinci baik mengenai tata ruang luar

maupun tata ruang dalam.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur
Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah bangunan
rumah tinggal berlantai 1 (satu). )
Bagi bangunan tempat tinggal berlantail 1
(satu). perencanaan arsitektur sekurang-
kurangnya meliputi denah bangunan, tampak
bangunan, dan potongan bangunan.

: cukup jelas.

bangunan rawan kebakaran adalah bangunan yang
karena bahan dasar bangunannya atau karena
penggunaannya dapat menyebabkan kebakaran.

: cukup jelas.
: cukup jelas.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan
tempat tinggal dalam pelaksanaannya dapat
dibagi dalam kriteria tempat tinggal di per -
kotaan, dan luar perkotaan, di perkotaan
kecenderungannnya dilaksanakan dengan toleran-
si ( KDB 60 % sampai dengan 75 % ).

: cukup jelas.

Sungai di Kabupaten Kudus termasuk dalam kate-
gori sungai kecil, yaitu sungai yang daerah
pengaliran sungainya kurang dari 500 Km2 (1ima
ratus kilometer persegi), sehingga garis
sempadan pagar terhadap sungai tidak bertang-
gul di luar kawasan perkotaan, sekurang-kur-
angnya 50 (lima puluh) meter.

Supgai-sungai di Kabupaten Kudus adalah seba-
gai berikut

1. Kali Asem Doyong :
2. Kali Madat :

3. Kali Logung ;

4. Kali Piji :

5. Kali Dawe L




6. Kali Tumpang ;

7. Kali Gelis ;

8. Kali Muneng ;

9. Kali Pesantren ;
10. Kali Jember Tati.

ayat (2) : cukup jelas.
Pasal 78 s.d : cukup jelas.
Pasal 91.

i di Kabupaten Kudus termasuk

dalam kategori sungai kecil, maya garis sempa-
dan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul
di luar kawasan perkotaan, sekurang-kurangnya

50 (lima puluh) meter.

Pasal 92 ayat (1) : 0Oleh karena sunga

ayat (2) - cukup jelas.
Pasal 93 s.d - cukup jelas.
Pasal 113

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3
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